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Fajar Hardiman (B 111 12 022) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Studi Kasus 
Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs” (Penulisan Skripsi ini dibimbing oleh  
Bapak Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Nur Azisa Selaku 
Pembimbing II) 
Penelitian ini bertujuan . Untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman 
kekerasan dalam putusan No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs dan Untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No : 
43/Pid.B/2015/PN.Mrs 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dan 
beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data 
diperoleh dari data sekunder dari hasil wawancara diolah dan dianalisis 
secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil Penelitian ini menerangkan 1) Adanya kekeliriuan keputusan 
hakim dalam perkara nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas nama terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet Bin ABD.ASIS RANI terhadap penerapan 
Hukum PIdana Materil yaitu ketentuan Pasal 368 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 
KUHPidana yang seharusnya menurut penulis dinyatakan terbukti oleh 
majelis hakim adalah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 372 KUHPidana yang terdapat dalam surat Dakwaan ke-3 jaksa 
penuntut umum. 2). Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara nomor 
43/Pid.B/2015/PN.Mrs  atas terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin.ABD 
ASIS RANI mempunyai pertimbangan yang cukup baik dalam mengambil 
keputusan dalam menghukum sodara Terdakwa dengan mengemukakan 
pertimbangannya yang pada pokoknya  “Bahwa tujuan pemidanaan 
adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan 
yang telah dilakukannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang 
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi 
pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan 
menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih 







Fajar Hardiman (B111 12 022) “Juridical Review toward criminal act 
of extortion with violence” Study case verdict no.43/Pid.B/2015/ 
PN.Mrs” (This final project is led by SyukriAkub as Supervisor I and Hj. 
Nur Azisa as Supervisor II) 
 The aim of this study is to know the application of criminal law of 
extortion crime with threat of violence in verdict No: 43 / Pid.B / 2015 / 
PN.Mrs and to know the judge's consideration in deciding cases of 
extortion crime with threat of violence in decision No: 43 / Pid.B / 2015 / 
PN.Mrs 
This research was conducted in Maros District Court and some 
places that provide materials such as Faculty of Law library and 
Hasanuddin University Library Center, the method of this research that is 
used is literature research method and field research method. Data is 
obtained from secondary data from the interviews were processed and 
analyzed qualitatively and is presented descriptively. 
The results of this study explain are 1) The existence of judge’s 
mistake decision in case number 43 / Pid.B / 2015 / PN.Mrs on behalf of 
the defendant Andi Slamet Alias Memet Bin ABD.ASIS RANI against the 
application of the criminal law, provisions of Article 368 paragraph 1 jo 55 
paragraph 1st of the Criminal Code, which should be authorized by the 
writer to be declared as proved by the panel of judges is that the 
defendant is legally and convincingly committing the criminal act of 
embezzlement as specified in Article 372 of the Criminal Code contained 
in the 3rd Indictment of the Public Prosecutor.2). By the decision of the 
judge in the case number 43 / Pid.B / 2015 / PN.Mrs toward the defendant, 
Andi Slamet Alias MemetBin.ABD ASIS RANI has considerable 
consideration in making a decision in punishing the defendant by 
expressing his consideration which in essence "The purpose of that 
punishment is for coaching and not in retaliation for its mistakes that had 
committed and according to the Panel of Judges, the criminal sanction that 
was imposed for the offender should have been accordance with the 
condition of the offender, and the imposition of the criminal is fair and the 
best means to return to a better state for the convicted person as well as 
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A. Latar Belakang Masalah                                       
 Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum 
seperti yang ditegaskan pada penjelasan Undang-undang dasar 1945. 
Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati, 
dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh warga negara 
masyarakat maupun pemerintah. Sebagai Negara hukum maka Indonesia 
mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang 
aman serta tentram, yang juga mewujudkan ketertiban, keadilan, dan 
kepastian hukum maupun memberikan perlindungan kepada seluruh 
lapisan masyarakat Bangsa dan Negara. 
 Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerin 
tah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menumbulkan sejumlah 
persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas 
kejahatan dan perilaku yang menyimpan semakin berkembang. 
 Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hao ini dapat terlihat pada 
masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan 
menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai 
ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan-kejahatn yang 
dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satunya kejahatan 
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Pemerasan. Walaupun Telah diupayakan untuk mengurangi atau 
mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi. Namun kuantitas 
kejahatn tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. 
 Masalah kejahatan merupakan sosial yang sulit untuk diberantas 
atau ditiadakan selama manusia itu ada. Karena kejahatan merupakan 
gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. 
Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin 
akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapuskan 
kecuali dapat dikurangi intensitas, dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan 
karena suatu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan 
yang berbeda-beda. 
 Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten/kota terbesar di 
provinsi Sulawesi-Selatan memungkinkan seseorang lebih muda 
melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan yakni 
kejahatan Pemerasan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin 
meningkat membuat sebagian orang rela melakukan pekerjaan apapun, 
termasuk dengan jalan melawan hukum untuk mencapai tujuannya dalam 
hal ini uang dengan cepat dan mudah serta mengabaikan resiko yang 
akan timbul dari perbuatannya. 
 Dalam hal ini kejahatan Pemerasan merupakan salah satu cara 
yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan 
perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang 
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melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup 
masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidak puasan dengan 
pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering 
membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk 
memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan. 
 Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang 
sangat meresahkan baik itu dengan kekerasan ataupun dengan ancaman, 
sehingga perluh dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan 
dalam tindak kejahatan pemerasan serta dapat menimbulkan efek jerah, 
dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di Masyarakat. 
 Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk 
mendalamin secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan/ karya 
ilmiah dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi kasus putusan                                               







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di 
atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materil terhadap tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan                   
No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 
perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam 
putusan No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
diadakannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan                     
No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam 
putusan No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs 
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D. Kegunanaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut : 
1.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran       
bagi perkembangan keilmuan dalam bidang hukum, terkhusus 
dalam Hukum Pidana dan inventarisasi perpustakaan Fakultas 
Hukum 
2. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bentuk 
pemidanaan serta sanksi pada tersangka kasus pengancaman dan 
pemerasan. 
3.   Sebagai bahan yang dapat menambah wacana bagi pembaca pada 












A.  Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya 
1.  Pengertian Tindak Pidana 
 Di dalam KUHPidana maupun undang-undang lainnya yang 
dibentuk oleh pemerintah, tidak terdapat definisi tentang tindak pidana 
(strafbaarfeit) biasanya hanya menyebutkan tentang kualifikasi atau 
unsur-unsur delik di dalam pasal-pasalnya. Istilah tindak pidana berasal 
dari bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit yang terdiri atas tiga suku kata 
yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidanadan hukum, baar 
diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit sebagai tindakan, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, namun tidak ada penjelasan 
resmi tentangnya baik di KUHPidana Belanda maupun Hindia Belanda 
sehingga  para ahli hukum berusaha untuk mendefinisikannya. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 : 55), bahwa : 
“Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit yang 
merupakn istilah resmi dalam Wetboek Van Strafrecht atau kitab 
Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia 
ada istilah dalam bahasa asing yaitu delict yang berarti suatu perbuatan 
yang pelakunya dapan dikenakan hukum pidanadan pelaku ini dapat 
dikatakan merupakan subjek tindak pidana.” 
Pandangan di atas lebih setuju dengan istilah strafbaarfeit  yang 
diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi 
sanksi pidana Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama 
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pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh 
Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut : 
“Peristiwa pidana adalah suatu perbnuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan pemidanaan.” 
Menurut batasan pengertian di atas, tindak pidana adalah peristiwa 
pidana yang berkaitan dengan rangkaian-rangkaian perbuatan manusia 
yang pembuatnya diancam pidana. 
Moeljatno (1983 : 55) menerjemahkan Strafbaarfeit dengan kata 
perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut : 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yangt dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh satu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam itu 
harus diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan 
ancaman padanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian.” 
Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian 
bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. 
Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatupengertian abstrak 
yang menunjukan pada kejadian konkrek. Pertama adanya kejadian 
tertentu dan kedua adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian 
itu. 
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Menurut Van Hamel (A.Z Abidin Farid, 1995:225), pengertian 
Strafbaarfeit adalah: 
“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan 
hukum, strafwaardiq (patut atau bernilai untukl dipidana), dan dapat 
dicela karena kesalahan (en aan schuld te witjen)” 
Van Hamel mengartikan Strafbaarfeit jauh lebih luas, selain 
kesengajaan, kealapaan dan kelalaian, kemampuan bertanggung jawab 
bahkan Van Hamel menilai istilah Strafbaarfeit tidak tepat, dan yang 
lebih btepat adalah Strafwaardigfeit. 
P.A.F Lamintang (1997:187) mensyaratkan suatu perbuatan 
dikategorikan delik apabila memenuhi: 
1. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat dalam 
rumusan delik.  
2. Dapat dipertanggung jawabkannya si pelaku atas perbuatannya. 
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak disengaja. 
4. Pelaku tersebut tidak dapat dihukum, sedang syarta yang 
dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur 




Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan delik sebagai 
berikut: 
“Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil 
yang dalam hal tertentu disertai akibat dan atau keadaan yang 
menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.” 
Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah 
yang paling tepat karena : 
a. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana 
b. Lebih singkat, efisien dan netral. Dapat mencakup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, dan 
orang mati. 
c. Orang yang memakai istilah Strafbaarfeit, tindak pidana dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik. 
d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara Prodoto  
(perdata) atau apa yang klita namakan perkara pidanaatau 
perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah  
Prodoto atau perdata untuk privat) yang pernah penulis 
temukan adalah istilah perkara padu sebagai lawan Prodoto 
(C.Van VollenHoven, Het Adatrecht van Nederlandsche 
indie I:562 dst) 
e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain 
perbuatanlah yang dihukum juga ditinjau dari segi bahasa 
Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidak logisan, 
karena kata pidana adalah kata benda di dalam Bahasa 
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Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata 
sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan 
kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis 
antara keduanya. 
Pendapat A.Z Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana 
dengan delik, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak 
dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan fasif yang dilarang dan 
perbuatannya diancam dengan pidana oelh Undang-undang. 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, akhirnya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum 
pidanadi Indonesia adalah bermacam-macam, sebagai beriku: 
a. Tindak pidana 
b. Perbuatan pidana 
c. Peristiwa pidana 
d. Perbuatan Kriminal 
e. Delik 
Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidanaini adalah perbuatan-
perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga 
merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau 
menghambat akan terlaksananya tat dalam dalam pergaulan 
masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa 
perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. 
Tetapi tidaklah semua perbuatan melawan hukum atau yang 
bersifat merugikan masyrakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. 
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Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi 
pidan. Kadi, tidak dapat kita katakan bahwa hanya perbuatan-
perbuatan yang menbimbulkan kerugian besar saja yang dijadikan 
perbuatan pidana. Adalah kewajiban pemerintah untuk dengan 
bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan 
pidanaitu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat jadi, 
syarat utama dari adanya “perbuatan pidana” adalah kenyataan bahwa 
ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Jika kita berusah untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke 
dalam unsur-unsurnya, maka yang mula dapat kita jumpai afalah 
disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu 
seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh 
Undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu 
tindakan itu dapat merupakan “een doen” dan “een niet doen”  atau 
dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” atauapun “hal yang tidak 
yang tidak melakukan sesuatu”, yang terkhir ini di dalam doktrin juga 
sering disebut sebagai “een natalen” yang berarti “hal yang 
mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)” 
 Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana itu pada 
umumnya da[at kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada 
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dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur 
subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-
unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada dir si palku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya.Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau  culpa) 
2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1KUHPidana. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana. 
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di 






Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah 
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu 
adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seseorang sebagai 
pegawai negeri” di dalam kejahatn jabatan menurut pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
perseroan terbatas”  di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechttelijkheid itu selalu 
dianggap sebagai syarat utama dalam rumusanb delik, walaupun unsur 
tersebut oleh pembentuk Undang-undang telah tidak dinyatakan 
sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. 
Delik sebagaimana yang telah dikemukakan sebeloumnya 
mempunyai unsur-unsur secara umum. Menurut S.R Sianturi 





3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
undang / perundangan dan terhadap pelanggarannya 
diancam dewngan pidana, dan 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya) 
Unsur-unsur delik pada umumnya menurut para ahali yang 
berpandangan dualisme: 
1. Perbuatan aktif (positif) dan pasif (negatif) 
2. Melahan hukum formil dan materil  
3. Akibat (khusunya untuk delik materil) 
4. Keadaan yang menyertai perbuatan (khusus untuk delik 
tertentu) 
5. Tidak adanya dasar pembenaran 
Adapula unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat, yang oleh 
para ahli yang menganut pandangan monistis disebut unsur-unsur 
subyektif adalah sebagai berikut: 
a. Kesalahan yang terdiri atas: 
1. Kesengajaan 
2. Culpa lata (alpa dan lalai) 
b. Kemampuan bertanggung jawab 
c. Tidak adanya unsur pemaaf 
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Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting (Rusli Effendy,1989:80), 
dolus atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (willens 
en wettens) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa 
yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang 
dilakukannya. 
Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu: 
a. Sengaja sebagai niat 
Dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu 
perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka 
perbuatan tidak akan dilakukan. 
b. Sengaja kesadaran akan kepastian 
Dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan 
perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari 
perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan 
Dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah 
diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan 
dilakukannya perbuatan itu. 
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2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
 Menurut Memorie Van Toelicting atas risalah 
penjelasan Undang-undang culpa itu terletak antara sengaja 
dan kebetulan. Culpa itu baru ada dikalau orang dalam hal 
kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang 
mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi 
menginterprestasikan Culpa sebagai kurang mengambil 
tindakan pencegahan atau kurang hati-hati. 
Lebih lanjut, Rusli Effendy (1989:26) menerangkan bahwa 
kealpaan (culpa) dibedakan atas: 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) 
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau 
menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia 
berusah untuk mencegah toh timbulnya juga akibat 
tersebut. 
2. Kealapaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) 
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan taau 
menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan 
diancaqm hukuman oleh Undang-undang, sedang ia 
seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu 
akibat. 
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 Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara (Leden 
Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa: 
 “Yang dimaksud dengan opzet wilens en weten (dijehendaki dan 
diketahui) adalah seseorangyang melakulkan suatau perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 
harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan 
itu”  
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung,2005:25) 
mengemukakan bahwa kealpaan adalah: 
 Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat 
perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan 
hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu 
telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul 
suatu sebab akibat yang dilarang Undang-undang. Kealpaan 
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat 
mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak 
dapat dipertanggung jawabkan padanya kealpaan. Tentu dalam hal 
mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” 
itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang 
keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan 
yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat 
mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
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Menurut Moeljatno (2002:63), unsur-unsur delik adalah sebagai 
berikut: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. keadaan tambahan yang memberatkan 
d. Unsur-unsur yang melawan hukum yang obyektif, dan 
e. Unsur melawan hukum subyektif 
Lebih lanjut Moeljatno (2002:64) yang menganut aliran dualistis 
menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan 
melawan hukum dan pertanggung jawaban pembuat: 
a. Unsur perbuatan (hyandlung) 
1. perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
2. Melawan hukum 
3. tidak ada alasan pembenar 
b. Unsur pembuat (handlende) 
1. kemampuan bertanggung jawab 
2. ada kesalahan dalam arti luas, meliput dolus (sengaja atau 
opzet) atau culpa lata (kelalaian) 
Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana 
seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan 
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yang terbagi atas perbuatan (feit) dan pembuat (dader). Karena 
masing-masing punya unsur tersendiri. 
Wirjono Prodjodikoro (2003:59) menguraikan unsur melawan 
hukum sebagai berikut: 
“Dalam kandungan KUHPidana, yang dapat menjadi subyek tindak 
pidanaadalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah dilihat 
pada rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana yang 
menampakan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak 
pidanaitu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidanayang termuat 
dalam pasal-pasal KUHPidana yaitu hukuman penjara, kurungan 
atau denda.” 
 Pendapat di atas lebih dipertajam maknanya oleh Sianturi 
(1986:211) bahwa unsur-unsur delik adalah sebagai berikut: 
1. Subjek 
2. Kesalahan 
3. Bersifat  melawan hukum (dari tindakan) 
4. Suatu tindakan yang dilrang atau diharuskan oleh Undang-
undangan/perundangan dan terhadap pelanggarannya 
diancam dengan pidana, dan 
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya) 
Van Hamel yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin 
Farid 1995:225) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut: 
1. Perbuatan 
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidanatertulis 
3. Melawan hukum 
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4. Bernilai atau patut dipidana 
5. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian 
6. Kemampuan bertanggung jawab 
Berdasarkan pandangan kedua aliran di atas, terdapat perbedaan 
secara prinsipal, yakni aliran monoisme menitik beratkan kajiannya 
pada masalah delik saja. Karena unsur perbuatan dan pembuat tidak 
dipisahkan dan jika salah satu unsur yang tidak terpenuhi berarti tidak 
ada delik.; sedangkan delik pada pandangan dualistis hanya meliputi 
unsur perbuatan saja, sedangkan unsur pembuatnya tidak dimasukan 
dalam unsur delik tetap[i termasuk unsur-unsur pertanggung jawaban 
pembuat. 
 Kalau dikaitkan dengan pengertian delik, maka dapat dirumuskan 
bahwa tindak pidana sebagai salah satu tindakan pada waktu,tempat 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu 
bertanggung jawab). 
 Perlu dikemukakan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik 
terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dianggap perbuatan 
tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, sebagaiman ternyata di 
atas, perbuatan tadi sudah demikian wajar bersifat melawan hukumnya, 
sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri dan tidak perlu 
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disebutkan. Sehubungan dengan uraian di atas, berikut ini Andi Zainal 
Abidin Farid memberikan suatu contoh ketidakbenaran pandangan 
monistis. Kasus posisi yaitu: 
 A menyuruh B untuk mengambilkan sepeda motor yang tersandar 
di depan toko yang di akui miliknya, lalu si B dengan itikad baik 
mengambilkan motor tersebut lalu menyerahkannya kepada A, padahal 
motor itu bukan milik A. 
 Menurut pandangan monistis bahwa kesengajaan di samping 
bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf merupakan unsur 
delik. Tidak ada kesengajaan pada A, barang itu dalam keadaan eror in 
facto. Konsekuensinya, tidak pencurian yang terjadi, sehingga A tidak 
dapat dipidana sebagai doen pleger (Pasal 51(1)jo. Pasal 362 
KUHPidana). 
 Sebaiknya mereka yang berpandangan dualistis terhadap delik, 
berpendapat bahwa telah terjadi delik pencurian, karena unsur 
kesengajaan bukan unsur delik, tetap[i unsur pembuat, sehingga A 
dapat dipidana sebagai doen pleger (pembuat pelaku/penyuruh) 





B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman 
1. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan dan Ancaman 
Kekerasan 
Istilah pemerasan berasal dari katra “peras” atau “parah”, 
yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras 
adalah mengambil keuntungan dari orang lain atau dalam arti 
meminta uang dengan ancaman, orangnya disebut pemeras. 
Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk 
mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan. 
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana tindak pidana 
pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut: 
1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang 
lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, 
diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku dalam 
tindak pidana itu. 
Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan dari pasal 365 KUHPidana, bedanya adalah bahwa 
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dalam hal pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang yang 
dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksa 
dengan kekerasan, menyerahkan barangnmya kepada pemeras. 
Misalnya, di tengah jalan raya, seorang A ditodong dengan pistol 
oleh B, yang kemudian mengambil sendirio dompet berisi uang dari 
saku A, maka yang terjadi adalah pencurian dengan kekerasan yang 
diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Lain halnya jika A ditodong oleh B  
dan kemudian atas permintaan B, A menyerahkan dompetnya berisi 
uang kepada B, maka yang terjadi adalah pemerasan dari Pasal 368 
KUHPidana. 
Kemiripan kedua tindak pidana ini juga terlihat dari pasal 368 ayat 
(2) KUHPidana yang menyatakan ayat 2, 3, dan 4 dari Pasal 365 
KUHPidana tentang penambahan hukuman-hukuman berlaku juga 
pada tindak pidana dari Pasal 368 ayat 1. Mengingat unsur paksaan 
dengan kekerasan ini, maka kedua tindak pidana ini adalah 
pengkhususan dari tindak pidana paksaan pada umumnya yang 
termuat dalam Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana. 
Tindak pidana pemerasan dan ancaman  sebagaimana diatur 
dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak 
pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dengan kekerasan  dan 
ancaman kekerasan dan tindak pidana pemerasan dengan menista. 
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Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, 
yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana tindak 
pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila: 
1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau 
apabila pemerasan dilakukam di jalan umum atau di atas kereta api 
atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 
368 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua 
belas tahun penjara. 
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) 
jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidanadua 
belas tahun penjara. 
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat 
melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak 
atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 
jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat 
(2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara 
dua belas tahun. 
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) 
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ke-4 KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, 
yaitu dua belas tahun penjara. 
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka 
diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) 
KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas 
tahun penjara. 
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat 
atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) 
KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) 
KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana 
yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup 
atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun 
penjara. 
2. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menista 
 Dalam masyarakat, tindak pidana Pemerasan dengan menista 
(afdreiging)  ini lazimnya dinamakan, chantage (bahasa Perancis dan 
Belanda) atau blackmail (bahasa Inggris). Tindak pidana pemerasan 




Yaitu Pasal 369 ayat I, yang berbunyi: 
 “Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang 
lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman 
akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan akan membuka 
rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang 
ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan 
piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara 
selama-lamanya empat tahun” 
 Yang saat ini dituju untuk dicapai oleh si pelaku sama dengan 
pemerasan, yang berbeda adalah cara-cara yang dipergunakan oleh si 
pelaku untuk mencapai tujuan itu. Kini, cara yang digunakan lebih 
sering adalah pengancaman, tetapi bukan dengan kekerasan, 
melainkan dengan akan menista atau membuka rahasia. 
 Perbedaan cara inilah yang kiranya yang menjadi alasan bahwa 
tindak pidana pengancaman hanya diancam hukuman lebih ringan dari 
pada tindak pidana pemerasan. Kedua cara pengancaman ini, yaitu 
maenista atau akan membuka rahasia berupa memberitahukan kepada 
orang ketiga atau khalayak ramai hal-hal mengenai orang yang 
diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang 
diancam. 
 Rahasia yang bersangkutan tidak hanya mengenai suatu hal yang 
harus disimpan oleh si pelaku tindak pidana pengancaman, tetapi dapat 
mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dihendaki dan 
jangan diketahui oleh orang banyak. Maka, rahasia kini berlainan 
artinya dari rahasia yang dimaksudkan dalam Pasal 322 KUHPidana, 
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yang mengenai pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya 
atau pekerjaannya, berwajib menyimpan rahasia itu. 
 Pasal 322 KUHPidana misalnya, mengenai seorang notaris 
berwajib merahasiakan isi dari suatu hibah wasiat yang bersifat rahasia 
(geheim testament), maka Pasal 322 KUHPidana berlaku jika si Notaris 
membuka rahasia itu, dan ia mengancam si Notaris bahwa akan 
membuka rahasia itu, kecuali jika si Notaris memberikan sesuatu 
kepadanya atau mengutang atau menghapuskan piutang, maka si 
pengancam itu dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 368 
KUHPidana. 
 Akan tetapi, tidak hanya mengenai rahasia semacam ini saja, 
mungkin si Notaris telah berbuat sesuatu yang ia sendiri ingin 
merahasiakannya, jadi yang diwajibkan kepadanya dalam jabatannya 
untuk disimpan. Misalnya si notaris pernah melakukan suatu tindak 
pidana penipuan atau korupsi terhadap orang lain, atau pernah 
melakukan delik susila. Apabila kebetulan seorang A mengenai hal ini 
dan mengancam notaris akan memberitahukan hal itu pada khalayak 
ramai, kecuali jika si Notaris memberikan sesuatu atau mengutang atau 
menghapouskan piutang, maka si A dapat juga dipersalahkan 
melanggar Pasal 369 KUHPidana tentang pengancaman. Malah justru 
inilah dalam praktek, sering terjadi dengan nama chantage atau 
blackmail. 
28 
 Ada dua bentuk Pemerasan dengan menista (afdreiging), yaitu 
pertama bentuk pokoknya (Pasal 369) dan yang kedua Pemerasan 
dengan menista dalam kalangan keluarga (Pasal 370). 
1. Pasal 369, bentuk pokok pengancaman merumuskan. 
a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman 
pencemaran dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman 
akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan 
suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau 
orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan 
piutang, diancam dengan pidanapenjara paling lama 4 tahun. 










C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman 
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Atau 
Ancaman Kekerasan 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasab 
atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang 
sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri 
kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau 
menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman 
penjara selama – lamanya Sembilan Tahun” Pasal 368 KUHP. 
 Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana, 
yaitu : 
A. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
1. Memaksa 
2. Orang lain 
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang  (yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain) 
5. Supaya memberi hutang 
6. Untuk menghapus piutang 
B. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
1. Dengan maksud  
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
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Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan 
adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya 
sendiri. Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam 
kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, 
seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana 
berupa agar orang menyerahkan benda, atau oprang lain 
memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu 
tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena 
keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan 
kehendak orang itu (korban). 
Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda,tidak 
memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang 
harus dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak pelaku yang 
dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa 
dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti 
rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. 
Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban 
menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang di 
kehendaki si pelaku. 
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Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan 
Pasal 378 KUHPidana. Pada penipuan korban menyerahkan 
benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas 
kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela, tanpa ada 
rasa keberatan atau tertekan. 
Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam 
pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada 
seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa 
cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu 
dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan 
menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan 
bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban). 
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. 
Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan 
dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatau 
barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh 
pemeras tersebut, telah di lepaskan dari kekuasaan orang yang 
diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar 
dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan 
dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah 
menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras 
sebagai akibat permerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang 
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tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas 
kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi 
dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. 
3. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian 
“memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya 
mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang di sini 
mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang 
diperas umtuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian 
yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar 
sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi 
hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk 
mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi 
untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya 
kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah 
uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. 
4. Unsur “untuk menghapus hutang”, dengan menghapusnya 
piutang yang dimkasudkan adalah menghapus atau meniadakan 
perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada 
pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. 
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang 
dimaksud dengan”menguntungkan diri sendiri atau orang lain” 
adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang 
lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu 
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benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, 
bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau 
selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambhan 
kekayaan itu, mel;ainkan pada apakah dari perbuatan memaksa 
itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah 
belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari pelaku saja, dan 
tidak harus terwujud, maksud dimana sudah ada dalam dirinya 
sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur 
kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan yang diartikan dengan 
maksud menguntungkan diri sendir atau orang lain  dengan 
melawan hukum, ialah si pelaku sebelum mel;akukan perbuatan 
memaksa dalm dirinya telah ada kesadaran bahwa maksud 
dirnya melakukannya untuk mengun tungkan (menambah 
kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa 







2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menista 
 Unsur – unsur tindak pidana pemerasan dengan menista ialah 
sebagi berikut : 
a. Unsur-unsur Obyektif, terdiri dari : 
1. Perbuatan; memaksa 
2. Yang dipaksa; orang 
3. Cara-cara memaksa dengan memakai: 
a) Ancaman pencemaran nama baik, baik tertulis maupun lisan. 
b) Ancaman akan membuka rahasia. 
4.  Unsur tujuan yang sekaligus merupakan akibat; 
a) Orang yang memberikan suatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain. 
b) Orang yang memberikan hutang. 
c) Orang yang meniadakan piutang. 
b. Unsur-unsur Subyektif, yaitu: 
1) Maksud yang ditujukan pada: 
a) Menguntungkan dirinya sendiri. 
b) Menguntungkan orang lain. 




D. Persamaan Dan Perbedaan Pemerasan Dengan  Kekerasan Atau 
Ancaman Kekerasan Dan Pemerasan Dengan Menista 
 Tindak pidana pemerasan dengan Ancaman  (afpersing en 
afdreiging) diatur dalam satu bab yaitu Bab XXIII. Diaturnya dalam satu 
bab karena kedua macam kejahatan ini mempunyai sifat yang sama, 
persamaannya terletak pada : 
1. Perbuatan materilnya masing-masing berupa memaksa. 
2. Perbuataan memaksa ditujukan pada orang tertentu. 
3. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, 
agar orang menyerahkan benda, memberi hutang atau 
menghapuskan piutang. 
4. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan 
pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 
hukum. 
Sedangkan perbedaannya adalah: 
1. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan 
materilnya, yakni: 
 Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan 
ancaman kekerasan. 
 Pada pengancaman, dengan ,menggunakan ancaman 
pencemaran dan akan membuka rahasia. 
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2. Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
merupakan tindak pidana biasa, sedangkan pemerasan dengan 
menista merupakan tindak pidana aduan absolut. 
3. Mengenai ancaman pidannya : 
Pada pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
pidana penjara maksimum sembilan tahun, dan ada kemungkinan 
diperberat, sedangkan pada pemerasan dengan menista diancam 
dengan pidana maksimum empat tahun, dan tidak memungkinkan 
untuk diperberat. 
Ada unsur atau hal dalam pemerasan dengan menista ini yang 
dirasa perlu penjelasan, yaitu tentang upaya memaksa yang berupa: 
a) Ancaman pencemaran nama baik (mensita / smaad ) 
b) Ancaman membuka rahasia 
Sedangkan mengenai unsur yang lain telah cukup dibahas pada 









1. Pengertian Pemidanaan 
Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Sudarto (M. Taufik Makaro, 2005: 16), menyebutkan bahwa: 
“Penghukumman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa 
itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan 
tetapi juga perdata”. 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
Menurut  teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
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kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan 
Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat 
dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka 
akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang 
melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan 
keadilan harus menerima pembalasan. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana adalah 
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Tujuan pidana ialah tata terib masyarakat, dan untuk menegakkan 
tata tertib itu diperlukan pidana. Dengan kata lain pidana adalah alat 
untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata 
tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori ini ditujukan untuk masa 
yang akan datang, yang di mana bermaksud untuk mendidik orang 
yang telah berbuat jahat agar tidak mengulangi kembali tindakan 
melawan aturan atau hukum, dan orang pada umunya tidak 
melakukan tindak pidana. 
c. Teori gabungan (vereningings-Theorien) 
Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan mendasarkan 
pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 
masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar 
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penjatuhan pidana, yang dimana teori ini adalah teori kombinasi dari 
teori absoulut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan 
itu salain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang 
terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan. 
1. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi 
dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatn 
atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun 
dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula 
ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. 
a. Pidana pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam pasal 10 
KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Pidana mati  
Menurut Wirjono Prodjokoro (2009: 175), tujuan hukuman 
mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan 
ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-
perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. 
Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati 
dilaksanakan di muka umum. 
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Hukuman pidana mati yang berlaku di indonesia diatur dalam 
pasal Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di 
Lingkup Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 Penetapan 
Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas menyatakan bahwa 
pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di 
lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan 
dengan ditembak sampai mati. 
2) Pidana penjara 
Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 10) 
menyatakan bahwa: 
Pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.   
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang 
juga ikut terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan 
publik dan lain-lain.  
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3) Pidana kurungan  
Hal-hal yang diancam dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Menurut Niniek Suparmi (2007: 23), bahwa pidana 
kurungan adalah sebagai berikut: 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup 
masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama 
dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang. 
4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/ pengadilan untuk membayar sejumlah 
uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan 
yang dapat dipidana. Apabila tidak membayar uang denda yang 
telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani 
kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan 
pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti 
pidana denda. 
b. Pidana tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri 
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sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-
barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat 
dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan 
hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tetentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengawas pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
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2) Perampasan barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas 
melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik 
terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan dan 
barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.  
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 
terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
Ayat (1) yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang 
diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan 
untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
Ayat (2) yaitu dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang 
tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, 
dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-
hal yang telah ditentukan dalam udang-undang. 
Ayat (3) yaitu perampasan dapat dilakukan terhadap orang 
yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 




3) Pengumuman  putusan hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, 
yang mengatur bahwa: apabila hakim memerintahkan agar 
putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau 
aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaiman 
cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan terutama 
untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau 
kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dijatuhkan 
apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak 
pidana tertentu, misalnya Pasal-Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 
377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP. 
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan   
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan 
kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang 
dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki 
oleh seoarang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup 
dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu  
mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
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Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas 
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh 
dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan 
kesalahan terdakwa”. 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah 
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni : 
1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan Terdakwa  
Menurut  Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) yang menyatakan bahwa : 
“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta – 
fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 




Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) 
naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal 
berikut : 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak 
pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 
dan; 






A. Lokasi Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Maros, alasan penulis 
memilih tempat tersebut karena kasus Pemerasan dengan Ancaman 
Kekerasan dengan nomor putusan 43/Pid.B/2015/PN.Mrs ini di putus 
oleh Pengadilan Negeri Maros. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
 Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut vdapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka dengan ini penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa: 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari 
landasan teori dari objek kajian. Dengan cara, mempelajari 
berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan 
tentang ilmu hukum, laporan media cetak, tulisan-tulisan para 
sarjana, dan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti 
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2. Penelitian Lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis mangadakan pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini 
dengan melakukan teknik wawancara (interview) yakni penelitian 
melakukan tanya jawab secara langsung terhadap kejaksaan negeri 
maros selaku  yang melimpahkan perkara ini dan Hakim Pengadilan 
Negeri Maros yang memutuskan perkara ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data 
yaitu: 
1) Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 
wawancara (interview) langsung dengan pihak yang terkait 
sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini dalam hal ini 
Kejaksaan Negeri Maros dan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang 
telah memutuskan Perkara ini. 
2) Data Sekunder  
 Data sekumder adalah data yang diperoleh melalui bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang 
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mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam 
karya ilmiah ini. 
D.  Analisis Data  
  Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang 
tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu 
dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan 
Analisis Yuridis Deskriptif yaitu cara menyesuaikan dan menggambarkan 
keadaan yang nyata mengenai delik pemerasan dan pengancaman yang 
terjadi dalam perkara ini. Kemudian hasil wawancara atau studi 
kepustakaan kemudian diolah dan analisis secara kualitatif untuk 












HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan hukum pidana Materil terhadap tindak pidana 
pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan                   
No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs 
Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII 
KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu 
tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman 
(afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat 
yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang 
lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidan ini 
biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta 
diatur dalam bab yang sama. 
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut 
bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebuah sebutan 
tersendiri, yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam 
pasal 368 KUHPidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang di 
atur dalam pasal 368 KUHPidana dan pengancaman untuk tindak 
pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena memang 
dalam KUHPidana sendiri pun juga menggunakan kedua nama 
tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
368 dan 369 KUHPidana. 
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Atas dasar tindak pidana tersebut, maka pihak kejaksaan, 
selaku penuntut umum (PU) melakukan penuntutan dalam suatu surat 
dakwaan terhadap pelaku atas nama  Andi Slamet Alias Memet Bin 
Abd Asis Rani yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan 
dengan pengancaman sehingga dikenakan Pasal 368 ayat (1) jo 55 
ayat (1)  KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Barang Siapa; 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum; 
3. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain; 
4. Dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang atau lebih. 
Sebagaimana penulis mengilustrasikan kronologis kejadian sebagai 
berikut : 
1. POSISI KASUS 
Kasus pengancaman dan pemerasan ini terjadi di Kabupaten 
Maros, Sulawesi Selatan. Perkara ini diputus di Pengadilan Negeri 
Maros sesuai tempat terjadinya perkara. Adapaun Posisi Kasusnya 
secara singkat adalah sebagai berikut : Bahwa terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet Bin Abd Asis Rani dan Rahim ( Daftar Pencarian Orang ), 
pada hari jumat, tanggal 30 januari 2015 sekira pukul 09:30 - 13:00 
wita, atau setidak-tidaknya pada bulan januari tahun 2015 bertempat di 
Depan Kantor BKD Maros Jalan Boegenville, Kecamatan Turikale, 
Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, terdakwa yang 
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bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) staf dinas koperindag 
Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Andi Slamet ini bertempat tinggal di 
Jalan Sibula Dalam NO.68 kel.Layang Kec.bontoala, Kota Makassar. 
Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang secara melawan hukum, memaksa seseorang yaitu Eka Kurnia 
Sebagai saksi korban dengan didahului , disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk 
memudahkan saksi korban memberikan barang atau sesuatu 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain 
yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu.  Terdakwa Andi Slamet Alias Memet ini mendatangi saksi 
korban Eka Kurnia di kantor BKD Maros tepatnya di pintu gerbang 
kantor tersebut saksi korban langsung dihentikan oleh terdakwa 
menanyakan mengenai biaya pengurusan kepada saksi korban Eka 
Kurnia atas pengurusannya mengurus saksi korban sehingga lulus 
menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) namun saat itu saksi korban 
mengatakan “nanti kita bicarakan sama orangtuaku”  dan saksi korban 
masuk ke kantor untuk mengurus berkas, perkenalan saksi korban dan 
terdakwa berawal dari pendaftaran CPNS saksi korban yang di 
perkenalkan oleh teman saksi korban yang dapat dan bersiap 
mengurus kelulusan saksi korban di Ujian Komputer CPNS teman 
terdakwa yang memperkanalkan saksi korban dengan terdakwa 
berkerja sebagai pembersih kantor BKD yang di janjikan uang 
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sebanyak Rp.5.000.000,- oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan 
akan di beri uang oleh saksi korban Eka Kurnia sebanyak 
Rp.70.000.000,- dan sebelum pertemuan tadi terdakwa dan saksi 
korban sempat bertemu sebelumnya dan terdakwa meminta uang 
Rp.85.000.000,- namun saksi korban menolaknya karena jumlahnya 
tidak seperti itu karena saksi korban Eka Kurnia sendiri karena dalam 
pembicaraan tidak menyebutkan jumlah hanya mengatakan jika lulus 
akan dibayar. Selanjutnya terdakwa andi slamet memanggil saksi 
kembali setelah keluar dari kantor BKD Maros dan menanyakan lagi 
mengenai uang tersebut, lalu saksi korban menghubungi ibu saksi 
korban namun tidak tersambung lalu terdakwa andi slamet 
menghubungi temannya dan membawa satu buku kuitansi kosong, 
yang bermaterai Rp.6.000,- namun saksi korban menolak untuk 
menandatangani kuitansi tersebut lalu terdakwa menyuruh teman 
terdakwa Rahim (DPO) untuk meminta jaminan lain, terdakwa meminta 
jaminan ijazah saksi korban namun saat itu ijazah saksi korban tidak 
membawanya, karena saksi korban dimintai ijazahnya maka saksi 
korban bersama teman saksi korban berencana mengambil ijazah 
saksi korban yang saat itu berada di kost sakis korban yang terletak di 
BTN Hartaco Indah Maros, namun terdakwa melarangnya larena takut 
saksi korban melarikan diri dan meminta teman terdakwa Rahim untuk 
mengambil motor saksi korban Honda Beat Merah dan memerintahkan 
temannya untuk shalat Jum’at terlebih dahulu dan bertemu di warkop 
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juang Maros, lalu teman terdakwa Rahim pergi mengendarai sepeda 
motor saksi korban, setelah itu saksi korban di paksa untuk naik ke 
mobil terdakwa menuju warkop juang karena saksi korban mulai 
ketakutan dan khawatir akan keselamatannya karena sebelumnya 
terdakwa pernah mendatangi kost saksi korban dan tidak mau pulang 
sebelum bertemu dnegan saksi korban serta mendapatkan SMS 
dengan maksud mengancam korban “Biar saya masuk penjara yang 
penting saya bunuh kamu karena kamu tidak bayar” oleh karena itu 
saksi korban pun ikut di mobil terdakwa, sesampainya di warkop juang 
maros teman terdakwa Rahim (DPO) tak lama kemudian datang 
mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan memarkirnya di 
seberang jalan warkop tersebut, lalu terdakwa memanggil teman 
terdakwa masuk ke mobil terdakwa serta memanggil saksi korban 
untuk kembali naik ke mobil terdakwa namun saksi korban menolaknya 
lalu teman terdakwa Rahim ini pun turun dan kembali mengarah ke 
sepeda motor saksi korban lalu saksi korban mencoba merebut kunci 
motor korban namun gagal dan sepeda motor saksi korban pun di 
bawah menuju Makassar oleh teman terdakwa, lalu saksi korban pun 






2. Dakwaan Penuntut Umum 
Surat Dakwaan Adalah suatu surat atau akte (acte van verwizing) 
yang memuat urain perbuatan atau fakta – fakta yang terjadi, uraian 
yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur – unsur yuridis 
dari pasal – pasal tindak pidana yang dilanggar. 
Surat dakwaan ada 5 (lima) jenis yaitu surat dakwaan tunggal , 
alternatif, subsidair, komulatif, dan kombinasi. Adapun surat dakwaan 
yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu surat Dakwaan 
Alternatif.  
Dakwaan Alternatif yang dimaksud ini terdapat beberapa dakwaan 
yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif 
dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.  Bentuk 
dakwaan ini di gunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak 
pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan 
alternative, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya 
satu dakwaan saja yang akan dibuktikan tanpa harus memperhatikan 
urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan 
lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini 
antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung 
“atau” 
Surat dakwaan alternatif ini didakwakan kepada terdakwa pelaku 
tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan Andi Slamet 
Alias Memet Bin ABD terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
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terdakwa yang dibicarakan pada persidangan dihadapan Hakim 




Bahwa mereka Terdakwa ANDI SLAMET Alias MEMET Bin 
ABD. ASIS RANI dan Lk. RAHIM ( Daftar Pencarian Orang ), pada 
hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, atau 
setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di 
Depan Kantor BKD Maros Jalan Boegenvile, Kecamatan Turikale, 
Kabupaten Maros atau setidak – tidaknya ditempat lain yang 
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marostelah 
mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit Honda Beat warna merah 
dengan nomor polisi yang terpasang DD 5327 YY ( plat putih ) 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pr. EKA KURNIA Binti 
BAHARUDDIN atau setidak – tidaknya milik orang lain selain 
Terdakwa – Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum yang mana untuk mengambil barang tersebut 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada orang yaitu Pr. EKA KURNIA Binti BAHARUDDIN 
dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika 
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri 
atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk 
melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal 
yang dilakukan bersama – sama oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa mulanya pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015, 
sekitar pukul 09.30 Wita, Pr. Eka Kurnia pergi ke Kantor BKD 
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Maros ketika sampai di depan pintu gerbang masuk Kantor BKD 
Maros langsung dihentikan oleh Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet yang bertanya kepada Pr. Eka Kurnia mengenai biaya 
pengurusan Pr. Eka Kurnia masuk PNS karena menurut Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet yang mengurus sehingga Pr. Eka Kurnia 
lulus menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ). Saat itu Pr. Eka Kurnia 
mengatakan, “nanti kita bicara sama orangtuaku”, karena Pr. Eka 
Kurnia mau masuk ke dalam untuk mengurus berkas, saat Pr. Eka 
Kurnia bersama dengan temannya PR. Jumriana keluar dari 
Kantor BKD Maros Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang 
masih menunggu memanggil Pr. Eka Kurnia sehingga Pr. Eka 
Kurnia dan Pr. Jumriana mendatangi Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet yang sedang menelpon temannya, tidak lama teman 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yaitu Lk. Rahim ( DPO ) 
datang membawa satu blok kuitansi kosong, saat itu Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet langsung memperkenalkan temannya 
kepada Pr. Eka Kurnia dan mengatakan temannya itu adalah 
anggota dari Polres Maros, kemudian Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet menempel materai Rp.6.000,- pada kuitansi tersebut dan 
menyuruh Pr. Eka Kurnia untuk menandatanganinya sebagai bukti 
untuk menagih Pr. Eka Kurnia karena Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet telah berjasa mengurus Pr. Eka Kurnia masuk PNS, 
sekarang Terdakwa Andi Slamet Alias Memet telah ditagih oleh 
orang BKN saat itu Pr. Eka Kurnia tidak mau menandatanganinya 
sehingga Terdakwa Andi Slamet Alias Memet menyuruh Lk. Rahim 
( DPO ) menekan Pr. Eka Kurnia untuk meminta jaminan lain, yaitu 
Ijazahnya tetapi Pr. Eka Kurnia mengatakan Ijazahnya ada di 
rumah kost di BTN Hartaco Indah, mendengar hal tersebut 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet menyuruh Pr. Jumriana untuk 
mengambil Ijazah tersebut, sementara Pr. Eka Kurnia tetap 
menunggu bersama Terdakwa Andi Slamet Alias Memet, tetapi Pr. 
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Jumriana yang tidak bisa mengendarai sepeda motor 
mengusulkan kepada Terdakwa Andi Slamet Alias Memet untuk 
mengikuti sementara Pr. Jumriana dibonceng oleh Pr. Eka Kurnia 
menuju rumah kostnya, namun saat itu Terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet tidak mengizinkan dengan alasan Pr. Eka Kurnia 
akan lari lalu Terdakwa Andi Slamet Alias Memet meminjam kunci 
motor Pr. Eka Kurnia dengan alasan Lk. Rahim ( DPO ) hendak 
pergi shalat Jum’at, sambil menunggu Lk. Rahim ( DPO ) selesai 
shalat Jum’at, Terdakwa Andi Slamet Alias Memet, Pr. Eka Kurnia, 
Pr. Jumriana menuju Warkop Juang yang terletak di Jalan Poros 
Maros Makassar dengan menggunakan mobil Terdakwa dan 
menunggu disana, tidak berapa lama kemudian Lk. Rahim ( DPO ) 
datang dan memarkir sepeda motor milik Pr. Eka Kurnia 
diseberang jalan, kemudian Lk. Rahim ( DPO ) ke Warkop Juang 
dan menemui Terdakwa Andi Slamet Alias Memet, kemudian 
mereka berdua naik ke ataas mobil milik Terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet yang terparkir di depan warkop tidak lama Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet memanggil Pr. Eka Kurnia dari atas 
mobil tetapi Pr. Eka Kurnia tidak menanggapinya, sehingga 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet turun dari mobil mendatangi 
Pr. Eka Kurnia memaksa untuk naik ke mobilnya tetapi Pr. Eka 
Kurnia tetap menolak dan waktu yang bersamaan Pr. Eka Kurnia 
melihat Lk. Rahim ( DPO ) turun dari mobil dan berjalan menuju 
motor Pr. Eka Kurnia di parkir di seberang jalan sambil membawa 
kunci motor saat itu Pr. Eka Kurnia mengejar Lk. Rahim ( DPO ) 
untuk meminta kunci motornya dikembalikan. Namun Lk. Rahim ( 
DPO ) tetap tidak mau menyerahkan kunci motor tersebut bahwa 
melepaskan pegangan tangan Pr. Eka Kurnia dari stir motor dan 
membawa pergi motor Pr. Eka Kurnia ke arah Makassar 
sesampainya di Makassar oleh Lk. Rahim ( DPO ) sepeda motor 
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milik Pr. Eka Kurnia tersebut diserahkan kepada Terdakwa Andi 
Slamet Alias Memet ; 
Akibat perbuatan Terdakwa Andi Slamet Alias Memet dan Lk. 
Rahim( DPO ) tersebut, Pr. Eka Kurnia menderita kerugian 
sebesarRp.15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) ;Perbuatan 
Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 356 ayat (2) ke – 2 KUHP ; 
Subsidair 
Bahwa mereka Terdakwa ANDI SLAMET Alias MEMET Bin 
ABD. ASIS RANI dan Lk. RAHIM ( Daftar Pencarian Orang / DPO ), 
pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, 
atau setidak – tidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat di 
Depan Kantor BKD Maros Jalan Bougenville, Kecamatan Turikale, 
Kabupaten Maros, atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil 
barang berupa 1 ( satu ) unit motor Honda Beat warna Merah 
dengan Nomor Polisi yang terpasang DD 5723 YY ( plat putih ) 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pr. EKA KURNIA Binti 
BAHARUDDIN atau setidak – tidaknya milik orang lain selain 
Terdakwa – Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum yang dilakukan bersama – sama oleh dua orang 
atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa mulanya pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015, 
sekitar pukul 09.30 Wita, Pr. Eka Kurnia pergi ke Kantor BKD 
Maros ketika sampai di depan pintu gerbang masuk Kantor BKD 
Maros langsung dihentikan oleh Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet yang bertanya kepada Pr. Eka Kurnia mengenai biaya 
pengurusan Pr. Eka Kurnia masuk PNS karena menurut Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet yang mengurus sehingga Pr. Eka Kurnia 
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lulus menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ). Saat itu Pr. Eka Kurnia 
mengatakan, “nanti kita bicara sama orangtuaku”, karena Pr. Eka 
Kurnia mau masuk ke dalam untuk mengurus berkas, saat Pr. Eka 
Kurnia bersama dengan temannya PR. Jumriana keluar dari Kantor 
BKD Maros Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang masih 
menunggu memanggil Pr. Eka Kurnia sehingga Pr. Eka Kurnia dan 
Pr. Jumriana mendatangi Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang 
sedang menelpon temannya, tidak lama teman Terdakwa Andi 
Slamet Alias Memet yaitu Lk. Rahim ( DPO ) datang membawa 
satu blok kuitansi kosong, saat itu Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet langsung memperkenalkan temannya kepada Pr. Eka 
Kurnia dan mengatakan temannya itu adalah anggota dari Polres 
Maros, kemudian Terdakwa Andi Slamet Alias Memet menempel 
materai Rp.6.000,- pada kuitansi tersebut dan menyuruh Pr. Eka 
Kurnia untuk menandatanganinya sebagai bukti untuk menagih Pr. 
Eka Kurnia karena Terdakwa Andi Slamet Alias Memet telah 
berjasa mengurus Pr. Eka Kurnia masuk PNS, sekarang Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet telah ditagih oleh orang BKN saat itu Pr. 
Eka Kurnia tidak mau menandatanganinya sehingga Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet menyuruh Lk. Rahim ( DPO ) menekan 
Pr. Eka Kurnia untuk meminta jaminan lain, yaitu Ijazahnya tetapi 
Pr. Eka Kurnia mengatakan Ijazahnya ada di rumah kost di BTN 
Hartaco Indah, mendengar hal tersebut Terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet menyuruh Pr. Jumriana untuk mengambil Ijazah 
tersebut, sementara Pr. Eka Kurnia tetap menunggu bersama 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet, tetapi Pr. Jumriana yang tidak 
bisa mengendarai sepeda motor mengusulkan kepada Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet untuk mengikuti sementara Pr. Jumriana 
dibonceng oleh Pr. Eka Kurnia menuju rumah kostnya, namun saat 
itu Terdakwa Andi Slamet Alias Memet tidak mengizinkan dengan 
alasan Pr. Eka Kurnia akan lari lalu Terdakwa Andi Slamet Alias 
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Memet meminjam kunci motor Pr. Eka Kurnia dengan alasan Lk. 
Rahim ( DPO ) hendak pergi shalat Jum’at, sambil menunggu Lk. 
Rahim ( DPO ) selesai shalat Jum’at, Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet, Pr. Eka Kurnia, Pr. Jumriana menuju Warkop Juang yang 
terletak di Jalan Poros Maros Makassar dengan menggunakan 
mobil Terdakwa dan menunggu disana, tidak berapa lama 
kemudian Lk. Rahim ( DPO ) datang dan memarkir sepeda motor 
milik Pr. Eka Kurnia diseberang jalan, kemudian Lk. Rahim ( DPO ) 
ke Warkop Juang dan menemui Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet, kemudian mereka berdua naik ke ataas mobil milik 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang terparkir di depan warkop 
tidak lama Terdakwa Andi Slamet Alias Memet memanggil Pr. Eka 
Kurnia dari atas mobil tetapi Pr. Eka Kurnia tidak menanggapinya, 
sehingga Terdakwa Andi Slamet Alias Memet turun dari mobil 
mendatangi Pr. Eka Kurnia memaksa untuk naik ke mobilnya tetapi 
Pr. Eka Kurnia tetap menolak dan waktu yang bersamaan Pr. Eka 
Kurnia melihat Lk. Rahim ( DPO ) turun dari mobil dan berjalan 
menuju motor Pr. Eka Kurnia di parkir di seberang jalan sambil 
membawa kunci motor saat itu Pr. Eka Kurnia mengejar Lk. Rahim 
( DPO ) untuk meminta kunci motornya dikembalikan. Namun Lk. 
Rahim ( DPO ) tetap tidak mau menyerahkan kunci motor tersebut 
bahwa melepaskan pegangan tangan Pr. Eka Kurnia dari stir motor 
dan membawa pergi motor Pr. Eka Kurnia ke arah Makassar 
sesampainya di Makassar oleh Lk. Rahim ( DPO ) sepeda motor 
milik Pr. Eka Kurnia tersebut diserahkan kepada Terdakwa Andi 
Slamet Alias Memet ;  
Akibat perbuatan Terdakwa Andi Slamet Alias Memet dan 
Lk. Rahim ( DPO ) tersebut, Pr. Eka Kurnia menderita kerugian 
sebesar Rp.15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) ;  
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Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) 
ke-4 KUHP ; 
ATAU 
KEDUA 
Bahwa mereka Terdakwa ANDI SLAMET Alias MEMET Bin 
ABD.ASIS RANI dan Lk. RAHIM ( Daftar Pencarian Orang / DPO ) 
ataupun masing – masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari 
Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau 
setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di 
depan Kantor BKD Maros, Jalan Boegenville, Kecamatan Turikale, 
Kabupaten Maros, atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, mereka yang 
melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara 
melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang 
seluruhnya kepunyaan orang itu atau sebagian kepunyaan orang 
lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa mulanya pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015, 
sekitar pukul 09.30 Wita, Pr. Eka Kurnia pergi ke Kantor BKD 
Maros ketika sampai di depan pintu gerbang masuk Kantor BKD 
Maros langsung dihentikan oleh Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet yang bertanya kepada Pr. Eka Kurnia mengenai biaya 
pengurusan Pr. Eka Kurnia masuk PNS karena menurut Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet yang mengurus sehingga Pr. Eka Kurnia 
lulus menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ). Saat itu Pr. Eka Kurnia 
mengatakan, “nanti kita bicara sama orangtuaku”, karena Pr. Eka 
Kurnia mau masuk ke dalam untuk mengurus berkas, saat Pr. Eka 
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Kurnia bersama dengan temannya PR. Jumriana keluar dari Kantor 
BKD Maros Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang masih 
menunggu memanggil Pr. Eka Kurnia sehingga Pr. Eka Kurnia dan 
Pr. Jumriana mendatangi Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang 
sedang menelpon temannya, tidak lama teman Terdakwa Andi 
Slamet Alias Memet yaitu Lk. Rahim ( DPO ) datang membawa 
satu blok kuitansi kosong, saat itu Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet langsung memperkenalkan temannya kepada Pr. Eka 
Kurnia dan mengatakan temannya itu adalah anggota dari Polres 
Maros, kemudian Terdakwa Andi Slamet Alias Memet menempel 
materai Rp.6.000,- pada kuitansi tersebut dan menyuruh Pr. Eka 
Kurnia untuk menandatanganinya sebagai bukti untuk menagih Pr. 
Eka Kurnia karena Terdakwa Andi Slamet Alias Memet telah 
berjasa mengurus Pr. Eka Kurnia masuk PNS, sekarang Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet telah ditagih oleh orang BKN saat itu Pr. 
Eka Kurnia tidak mau menandatanganinya sehingga Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet menyuruh Lk. Rahim ( DPO ) menekan 
Pr. Eka Kurnia untuk meminta jaminan lain, yaitu Ijazahnya tetapi 
Pr. Eka Kurnia mengatakan Ijazahnya ada di rumah kost di BTN 
Hartaco Indah, mendengar hal tersebut Terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet menyuruh Pr. Jumriana untuk mengambil Ijazah 
tersebut, sementara Pr. Eka Kurnia tetap menunggu bersama 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet, tetapi Pr. Jumriana yang tidak 
bisa mengendarai sepeda motor mengusulkan kepada Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet untuk mengikuti sementara Pr. Jumriana 
dibonceng oleh Pr. Eka Kurnia menuju rumah kostnya, namun saat 
itu Terdakwa Andi Slamet Alias Memet tidak mengizinkan dengan 
alasan Pr. Eka Kurnia akan lari lalu Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet meminjam kunci motor Pr. Eka Kurnia dengan alasan Lk. 
Rahim ( DPO ) hendak pergi shalat Jum’at, sambil menunggu Lk. 
Rahim ( DPO ) selesai shalat Jum’at, Terdakwa Andi Slamet Alias 
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Memet, Pr. Eka Kurnia, Pr. Jumriana menuju Warkop Juang yang 
terletak di Jalan Poros Maros Makassar dengan menggunakan 
mobil Terdakwa dan menunggu disana, tidak berapa lama 
kemudian Lk. Rahim( DPO ) datang dan memarkir sepeda motor 
milik Pr. Eka Kurnia diseberangjalan, kemudian Lk. Rahim ( DPO ) 
ke Warkop Juang dan menemui Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet, kemudian mereka berdua naik ke ataas mobil milik 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang terparkir di depanwarkop 
tidak lama Terdakwa Andi Slamet Alias Memet memanggil Pr. Eka 
Kurnia dari atas mobil tetapi Pr. Eka Kurnia tidak menanggapinya, 
sehingga Terdakwa Andi Slamet Alias Memet turun dari mobil 
mendatangi Pr. Eka Kurnia memaksa untuk naik ke mobilnya tetapi 
Pr. Eka Kurnia tetap menolak dan waktu yang bersamaan Pr. Eka 
Kurnia melihat Lk. Rahim ( DPO ) turun dari mobil dan berjalan 
menuju motor Pr. Eka Kurnia di parkir di seberang jalan sambil 
membawa kunci motor saat itu Pr. Eka Kurnia mengejar Lk.Rahim ( 
DPO ) untuk meminta kunci motornya dikembalikan. Namun 
Lk.Rahim ( DPO ) tetap tidak mau menyerahkan kunci motor 
tersebut bahwa melepaskan pegangan tangan Pr. Eka Kurnia dari 
stir motor dan membawa pergi motor Pr. Eka Kurnia ke arah 
Makassar sesampainya di Makassar oleh Lk. Rahim ( DPO ) 
sepeda motor milik Pr. Eka Kurnia tersebut diserahkan kepada 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet ; 
Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) 







Bahwa mereka Terdakwa ANDI SLAMET Alias MEMET Bin 
ABD.ASIS RANI dan Lk. RAHIM ( Daftar Pencarian Orang / DPO ) 
ataupun masing – masing bertindak untuk dirinya, pada hari Jum’at, 
tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidak – 
tidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat di Depan Kantor BKD 
Maros Jalan Boegenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, 
atau setidak – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Maros, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, 
turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum 
memiliki barang sesuatu berupa 1 ( satu ) unit motor Honda Beat 
warna Merah dengan nomor polisi yang terpasang DD 5327 YY ( 
Plat Putih ) sama sekali atau sebagian milik saksi Pr. Eka Kurnia 
atau setidak – tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan 
yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
Bahwa mulanya pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015, 
sekitar pukul 09.30 Wita, Pr. Eka Kurnia pergi ke Kantor BKD 
Maros ketika sampai di depan pintu gerbang masuk Kantor BKD 
Maros langsung dihentikan oleh Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet yang bertanya kepada Pr. Eka Kurnia mengenai biaya 
pengurusan Pr. Eka Kurnia masuk PNS karena menurut Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet yang mengurus sehingga Pr. Eka Kurnia 
lulus menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ). Saat itu Pr. Eka Kurnia 
mengatakan, “nanti kita bicara sama orangtuaku”, karena Pr. Eka 
Kurnia mau masuk ke dalam untuk mengurus berkas, saat Pr. Eka 
Kurnia bersama dengan temannya PR. Jumriana keluar dari Kantor 
BKD Maros Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang masih 
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menunggu memanggil Pr. Eka Kurnia sehingga Pr. Eka Kurnia dan 
Pr. Jumriana mendatangi Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang 
sedang menelpon temannya, tidak lama teman Terdakwa Andi 
Slamet Alias Memet yaitu Lk. R ahim ( DPO ) datang membawa 
satu blok kuitansi kosong, saat itu Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet langsung memperkenalkan temannya kepada Pr. Eka 
Kurnia dan mengatakan temannya itu adalah anggota dari Polres 
Maros, kemudian Terdakwa Andi Slamet Alias Memet menempel 
materai Rp.6.000,- pada kuitansi tersebut dan menyuruh Pr. Eka 
Kurnia untuk menandatanganinya sebagai bukti untuk menagih Pr. 
Eka Kurnia karena Terdakwa Andi Slamet Alias Memet telah 
berjasa mengurus Pr. Eka Kurnia masuk PNS, sekarang Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet telah ditagih oleh orang BKN saat itu Pr. 
Eka Kurnia tidak mau menandatanganinya sehingga Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet menyuruh Lk. Rahim ( DPO ) menekan 
Pr. Eka Kurnia untuk meminta jaminan lain, yaitu Ijazahnya tetapi 
Pr. Eka Kurnia mengatakan Ijazahnya ada di rumah kost di BTN 
Hartaco Indah, mendengar hal tersebut Terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet menyuruh Pr. Jumriana untuk mengambil Ijazah 
tersebut, sementara Pr. Eka Kurnia tetap menunggu bersama 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet, tetapi Pr. Jumriana yang tidak 
bisa mengendarai sepeda motor mengusulkan kepada Terdakwa 
Andi Slamet Alias Memet untuk mengikuti sementara Pr. Jumriana 
dibonceng oleh Pr. Eka Kurnia menuju rumah kostnya, namun saat 
itu Terdakwa Andi Slamet Alias Memet tidak mengizinkan dengan 
alasan Pr. Eka Kurnia akan lari lalu Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet meminjam kunci motor Pr. Eka Kurnia dengan alasan Lk. 
Rahim ( DPO ) hendak pergi shalat Jum’at, sambil menunggu Lk. 
Rahim ( DPO ) selesai shalat Jum’at, Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet, Pr. Eka Kurnia, Pr. Jumriana menuju Warkop Juang yang 
terletak di Jalan Poros Maros Makassar dengan menggunakan 
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mobil Terdakwa dan menunggu disana, tidak berapa lama 
kemudian Lk. Rahim ( DPO ) datang dan memarkir sepeda motor 
milik Pr. Eka Kurnia diseberang jalan, kemudian Lk. Rahim ( DPO ) 
ke Warkop Juang dan menemui Terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet, kemudian mereka berdua naik ke atas mobil milik 
Terdakwa Andi Slamet Alias Memet yang terparkir di depan warkop 
tidak lama Terdakwa Andi Slamet Alias Memet memanggil Pr. Eka 
Kurnia dari atas mobil tetapi Pr. Eka Kurnia tidak menanggapinya, 
sehingga Terdakwa Andi Slamet Alias Memet turun dari mobil 
mendatangi Pr. Eka Kurnia memaksa untuk naik ke mobilnya tetapi 
Pr. Eka Kurnia tetap menolak dan waktu yang bersamaan Pr. Eka 
Kurnia melihat Lk. Rahim ( DPO ) turun dari mobil dan berjalan 
menuju motor Pr. Eka Kurnia di parkir di seberang jalan sambil 
membawa kunci motor saat itu Pr. Eka Kurnia mengejar Lk. Rahim 
( DPO ) untuk meminta kunci motornya dikembalikan. Namun Lk. 
Rahim ( DPO ) tetap tidak mau menyerahkan kunci motor tersebut 
bahwa melepaskan pegangan tangan Pr. Eka Kurnia dari stir motor 
dan membawa pergi motor Pr. Eka Kurnia ke arah Makassar 
sesampainya di Makassar oleh Lk. Rahim ( DPO ) sepeda motor 
milik Pr. Eka Kurnia tersebut diserahkan kepada Terdakwa Andi 
Slamet Alias Memet ;  
Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP 





Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut 
Umum, Terdakwa tersebut telah didakwa dengan bentuk dakwaan 
Alternatif, yaitu: 
KESATU :  
Primair : melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP  
Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; 
ATAU 
KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP 
ATAU 
KETIGA : Melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP ;  
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun 
secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan 
yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
Terdakwa, yaitu dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar 
ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
yang unsur – unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum ; 
3. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain ; 
4. Dilakukan bersama – sama dengan 2 (dua) orang atau lebih ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah 
didapat dipersidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dari pasal – 
pasal yang akan dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Ad.1. Unsur Barang Siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam 
pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa 
melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang baik WNI maupun WNA ; Menimbang, bahwa di persidangan 
diajukan Terdakwa yaitu ANDI SLAMET Alias MEMET Bin ABD ASIS 
RANI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa 
sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan 
rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, 
telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti 
dalam dakwaan diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian 
pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini 
telah terpenuhi ; 
Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain Secara Melawan Hukum 
Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
bahwa pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita 
( sebelum waktu shalat Jum’at ) bertempat di depan Kantor BKD 
Kabupaten Maros, Jalan Bougenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten 
Maros, Terdakwa telah mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban 
EKA ; 
Menimbang, bahwa awalnya saksi korban EKA kenal dengan 
Terdakwa sekitar tahun 2014 dikenalkan oleh teman saksi korban EKA 
yang bernama Sdri. AFRIANTI pada saat saksi korban EKA akan 
mengikuti ujian CPNS. Lalu selanjutnya saksi korban EKA mendaftar 
70 
CPNS, Terdakwa mengatakan siap membantu ujian Test Komputer dan 
nanti kalau sudah lulus baru dibayar, namun ternyata saat ujian Test 
Komputer ternyata Terdakwa tidak membantu sama sekali karena saksi 
sendiri yang mengerjakan soal – soal tanpa dibantu Terdakwa. Bahwa 
saat itu saksi korban EKA tidak pernah menjanjikan jumlah uang namun 
saksi korban EKA katakan setelah lulus baru Terdakwa diberi uang ; 
Menimbang, bahwa setelah pengumuman ternyata saksi korban 
EKAdinyatakan lulus ujian, namun saat itu saksi korban EKA mengecek 
kepada keluarganya yang kebetulan juga bekerja di BAKN dan 
menyatakan bahwa kelulusan saksi korban EKA tersebut adalah murni 
sendiri bukan karena bantuan Terdakwa, hal ini terlihat dari nilai ujian 
saksi korban EKA saat itu 374, saksi mendapat peringkat pertama. Bahwa 
saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban EKA lulus, Terdakwa lalu 
meminta sejumlah uang kepada saksi korban EKA pada saat saksi korban 
EKA datang ke Kantor BKD Maros bersama dengan teman saksi korban 
EKA yang bernama saksi JUMRIANA, dan tepat didepan gerbang kantor 
saksi dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mengenai “biaya 
pengurusan saksi korban EKA untuk masuk menjadi CPNS”, karena 
menurut Terdakwa ia yang membantu saksi korban EKA hingga diterima 
CPNS, lalu saksi korban EKA mengatakan, “Nanti dibicarakan dahulu 
dengan orangtuanya”, dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu 
masuk ke kantor BKD untuk mengurus berkas ; 
Menimbang, bahwa selesai mengurus berkas, saksi korban EKA 
dan saksi JUMRIANA melihat Terdakwa disebrang jalan dan Terdakwa 
lalu memanggil saksi korban EKA kembali, dan menanyakan lagi 
mengenai uang tersebut, lalu saksi korban EKA mengatakan akan 
menghubungi Ibunyai terlebih dahulu namun tidak tersambung, dan saksi 
JUMRIANA dan saksi korban EKA melihat Terdakwa juga menghubungi 
seseorang dan tak lama teman Terdakwa yang bernama Sdr.RAHIM 
datang dengan membawa satu buku kuitansi untuk ditandatangani oleh 
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saksi korban EKA namun saksi korban EKA menolak untuk 
menandatangani kuitansi kosong tersebut ; 
Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban EKA tidak mau tanda 
tangan maka Terdakwa meminta jaminan ijazah saksi korban EKA namun 
saat itu ijazah ada ditempat kost di BTN Hartaco Indah dan saksi korban 
EKA dan saksi JUMRIANA hendak mengambil ijazah tersebut 
berboncengan berdua ke tempat kost saksi korban EKA, namun dilarang 
oleh Terdakwa karena Terdakwa khawatir saksi korban EKA akan 
melarikan diri dan Terdakwa menyuruh saksi korban EKA untuk naik ke 
mobil Terdakwa. Bahwa awalnya saksi korban EKA tidak mau ikut mobil 
Terdakwa karena takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa 
pernah mendatangi kost saksi korban EKA dan tidak mau pulang jika tidak 
bertemu, dan Terdakwa juga pernah mengancam melalui sms, sehingga 
membuat saksi korban EKA takut, namun Terdakwa tetap memaksa dan 
akhirnya saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu masuk ke mobil 
Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHIM 
mengendarai motor saksi korban EKA ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa membawa saksi korban EKA dan 
saksi JUMRIANA ke Warkop Juang dengan alasan menunggu temannya 
sholat Jum’at dan tak lama kemudian teman Terdakwa datang dan 
memarkirkan motor saksi korban EKA diseberang jalan, saat melihat 
teman Terdakwa datang, saksi korban EKA lalu meminta kunci motornya 
kembali, namun tidak diberikan dan saksi korban EKA berusaha untuk 
merebut kunci motor tersebut namun tidak berhasil dan sepeda motor 
akhirnya dibawa oleh Sdr. RAHIM menuju ke arah Makassar  
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Terdakwa 
telah mencoba mengambil keuntungan dari saksi korban EKA yang telah 
dinyatakan lulus ujian CPNS. Padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa 
kelulusan saksi korban EKA tersebut adalah murni lulus bukan karena 
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bantuan dari Terdakwa, hal tersebut terlihat dari nilai saksi korban EKA 
yang tinggi dan bahkan mendapatkan peringkat 1 ; 
Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 
motor saksi korban EKA dengan tujuan sebagai jaminan merupaka suatu 
perbuatan yang melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan oleh 
Undang – Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 
perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam Pasal 
ini ; 
Ad.3. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidanganbahwa pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 sekitar 
pukul 12.00 Wita ( sebelum waktu shalat Jum’at ) bertempat di depan 
Kantor BKD Kabupaten Maros, Jalan Bougenville, Kecamatan Turikale, 
Kabupaten Maros, Terdakwa telah memaksa saksi korban EKA untuk 
menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa ; 
Menimbang, bahwa awalnya saksi korban EKA kenal dengan 
Terdakwa sekitar tahun 2014 dikenalkan oleh teman saksi korban EKA 
yang bernama Sdri. AFRIANTI pada saat saksi korban EKA akan 
mengikuti ujian CPNS. Lalu selanjutnya saksi korban EKA mendaftar 
CPNS, Terdakwa mengatakan siap membantu ujian Test Komputer dan 
nanti kalau sudah lulus baru dibayar, namun ternyata saat ujian Test 
Komputer ternyata Terdakwa tidak membantu sama sekali karena saksi 
sendiri yang mengerjakan soal – soal tanpa dibantu Terdakwa. Bahwa 
saat itu saksi korban EKA tidak pernah menjanjikan jumlah uang namun 
saksi korban EKA katakan setelah lulus baru Terdakwa diberi uang ; 
Menimbang, bahwa setelah pengumuman ternyata saksi korban 
EKA dinyatakan lulus ujian, namun saat itu saksi korban EKA mengecek 
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kepada keluarganya yang kebetulan juga bekerja di BAKN dan 
menyatakan bahwa kelulusan saksi korban EKA tersebut adalah murni 
sendiri bukan karena bantuan Terdakwa, hal ini terlihat dari nilai ujian 
saksi korban EKA saat itu 374, saksi mendapat peringkat pertama. Bahwa 
saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban EKA lulus, Terdakwa lalu 
meminta sejumlah uang kepada saksi korban EKA pada saat saksi korban 
EKA datang ke Kantor BKD Maros bersama dengan teman saksi korban 
EKA yang bernama saksi JUMRIANA, dan tepat didepan gerbang kantor 
saksi dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mengenai “biaya 
pengurusan saksi korban EKA untuk masuk menjadi CPNS”, karena 
menurut Terdakwa ia yang membantu saksi korban EKA hingga diterima 
CPNS, lalu saksi korban EKA mengatakan, “Nanti dibicarakan dahulu 
dengan orangtuanya”, dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu 
masuk ke kantor BKD untuk mengurus berkas ; 
Menimbang, bahwa selesai mengurus berkas, saksi korban EKA 
dan saksi JUMRIANA melihat Terdakwa disebrang jalan dan Terdakwa 
lalu memanggil saksi korban EKA kembali, dan menanyakan lagi 
mengenai uang tersebut, lalu saksi korban EKA mengatakan akan 
menghubungi Ibunya terlebih dahulu namun tidak tersambung, dan saksi 
JUMRIANA dan saksi korban EKA melihat Terdakwa juga menghubungi 
seseorang dan tak lama teman Terdakwa yang bernama Sdr.RAHIM 
datang dengan membawa satu buku kuitansi untuk ditandatangani oleh 
saksi korban EKA namun saksi korban EKA menolak untuk 
menandatangani kuitansi kosong tersebut ; 
Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban EKA tidak mau 
tandatangan maka Terdakwa meminta jaminan ijazah saksi korban EKA 
namun saat itu ijazah ada ditempat kost di BTN Hartaco Indah dan saksi 
korban EKA dan saksi JUMRIANA hendak mengambil ijazah tersebut 
berboncengan berdua ke tempat kost saksi korban EKA, namun dilarang 
oleh Terdakwa karena Terdakwa khawatir saksi korban EKA akan 
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melarikan diri dan Terdakwa menyuruh saksi korban EKA untuk naik ke 
mobil Terdakwa. Bahwa awalnya saksi korban EKA tidak mau ikut mobil 
Terdakwa karena takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa 
pernah mendatangi kost saksi korban EKA dan tidak mau pulang jika tidak 
bertemu, dan Terdakwa juga pernah mengancam melalui sms, sehingga 
membuat saksi korban EKA takut, namun Terdakwa tetap memaksa dan 
akhirnya saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu masuk ke mobil 
Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHIM 
mengendarai motor saksi korban EKA ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membawa saksi korban EKA dan 
saksi JUMRIANA ke Warkop Juang dengan alasan menunggu temannya 
sholat Jum’at dan tak lama kemudian teman Terdakwa datang dan 
memarkirkan motor saksi korban EKA diseberang jalan, saat melihat 
teman Terdakwa datang, saksi korban EKA lalu meminta kunci motornya 
kembali, namun tidak diberikan dan sempat saksi korban EKA berusaha 
untuk merebut kunci motor tersebut namun tidak berhasil dan sepeda 
motor akhirnya dibawa oleh Sdr. RAHIM menuju ke arah Makassar ; 
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. 
RAHIM ( DPO ) yang mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu memaksa 
saksi korban EKA untuk menandatangani kuitansi kosong bermaterai 
Rp.6.000,- merupakan suatu bentuk ancaman terhadap saksi korban EKA, 
padahal diketahui bahwa Sdr. RAHIM ( DPO ) bukan anggota Kepolisian. 
Bahwa saat saksi korban EKA berusaha untuk merebut kunci motor dari 
tangan Sdr. RAHIM ternyata terjadi saling menarik namun tidak berhasil 
sehingga Sdr. RAHIM ( DPO ) atas suruhan Terdakwa membawa sepeda 
motor lari sepeda motor tersebut ; 
Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis 
Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama – sama Sdr. RAHIM ( DPO ) 
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mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan 
agar saksi korban dapat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. 
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga dalam 
Pasal ini ;  
Ad.4. Dilakukan bersama – sama dengan 2 (dua) orang atau lebih 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan, bahwa pada hari Jum’at, tanggal 30 Januari 2015 sekitar 
pukul 13.00 Wita bertempat di depan Kantor BKD Kabupaten Maros, Jalan 
Bougenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah 
mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban EKA bersama – sama 
dengan RAHIM ( DPO ) tepatnya didepan Warung Juang, Kabupaten 
Maros. Bahwa awalnya pada itu sekitar pukul 09.00 Wita, dimana saat 
saks korban EKA hendak mengurus berkas di Kantor BKD Maros, 
dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu menanyakan perihal uang jasa 
yang dijanjikan oleh saksi korban EKA jika saksi korban EKA lulus ujian 
CPNS. Bahwa karena saat itu saksi korban EKA tidak membawa uang 
dan mengatakan akan menghubungi orangtuanya dulu. Namun Terdakwa 
memaksa untuk meminta jaminan berupa Ijazah milik saksi korban EKA, 
namun saat itu Ijazah berada di tempat Kost saksi korban EKA dan saksi 
korban EKA bersama saksi JUMRIANA berniat untuk mengambil Ijazah 
tersebut, namun Terdakwa tidak mengijinkan dan menyuruh keduanya 
untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa. Bahwa saat itu awalnya saksi 
korban EKA tidak mau naik namun karena dipaksa oleh Terdakwa 
akhirnya saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA naik ke dalam mobil 
Terdakwa dan menuju ke Warkop Juang untuk menunggu Sdr. RAHIM ( 
DPO ) sholat jum’at . 
 Bahwa sebelumnya saat Terdakwa meminta jaminan Ijazah 
kepada saksi korban EKA, datang pula Sdr. RAHIM ( DPO ) yang 
membawa 1 ( satu ) blok kuitansi kosong untuk ditandatangani oleh saksi 
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korban EKA. Selanjutnya karena saat itu waktu shalat Jum’at, lalu Sdr. 
RAHIM ( DPO ) meminjam sepeda motor saksi korban EKA untuk shalat 
Jum’at. Bahwa setelah shalat Jum’at, Sdr. RAHIM mendatangi Warkop 
Juang yang sudah ada menunggu Terdakwa dan saksi korban EKA dan 
saksi JUMRIANA. Melihat Sdr. RAHIM ( DPO ) selesai shalat Jum’at, lalu 
saksi korban EKA meminta sepeda motornya kembali, namun kunci 
sepeda motor tidak diberikan oleh Sdr. RAHIM ( DPO ). Lalu Terdakwa 
menyuruh Sdr. RAHIM ( DPO ) untuk membawa sepeda motor milik saksi 
korban EKA tersebut ; 
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia 
menyuruh Sdr. RAHIM ( DPO ) untuk membawa sepeda motor saksi 
korban EKA sebagai jaminan agar saksi korban EKA membayar uang jasa 
sebagaimana dijanjikannya jika lulus ujian CPNS. Bahwa motor milik saksi 
korban EKA dengan jenis Honda Beat warna Merah dengan plat nomor 
DD 5723 YY tersebut lalu disimpan dirumah Terdakwa ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 
diatas, maka unsur “Dilakukan secara bersama – sama dengan 2 ( dua ) 
orang atau lebih” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka 
Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur – 
unsur dari Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua 






3. Tuntutan Penuntut Umum 
 
Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut  Umum diatur 
dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang merumuskan : 
 
“Setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana” 
 
Surat Tuntutan ini berisikan tuntutan pidana yang hendaknya 
diputus oleh majelis hakim terhadap terdakwa Andi Slamet Alias Memet 
Bin Asis Rani. 
Surat tuntutan (requisitor) adalah surat yang memuat pembuktian 
surat dakwaan verdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam proses 
persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa 
disertai  disertai dengan tuntutan pidana.  
Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam putusan           
Nomor : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs dapat dilihat dalam tuntutan Penuntut 
Umum Kejaksaan Negeri Maros                                                               
Nomor Register Perkara : PDM – 26/Maros/04/2015,                                 
tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bin ABD. 
ASIS RANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana, “Mereka yang melakukan pemerasan” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) 
KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa 
Penuntut Umum ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SLAMET 
Als.MEMET Bin ABD. ASIS RANI dengan pidana penjara 
selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada 
dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 
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3. Menetapkan barang bukti berupa : 
     • 1 unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi 
yang terpasang DD 5723 YY ( Plat putih ) ; 
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah ) 
4. Amar Putusan 
1. Menyatakan Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bin ABD. 
ASIS RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana ”Pemerasan Dengan Ancaman 
Kekerasan” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SLAMET Als. 
MEMET Bin ABD. ASIS RANI dengan pidana penjara selama    
3 ( Tiga ) Bulan dan 15 ( Lima Belas ) Hari ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang 
telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
    • 1 ( satu ) buah HP Samsung lipat warna putih ; 
    • 1 ( satu ) unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor 
polisi yang terpasang DD 5723 YY ( Plat putih ) ; Dikembalikan 
kepada saksi korban EKA KURNIA Binti BAHARUDDIN ; 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
ini sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; 
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5. Komentar Penulis 
Sebelum penulis mengemukakan analisis yuridis serta 
tanggapan terhadap penerapan hukum Pidana Materil dan 
pertimbangan hukum hakim yang merupakan landasan dalam 
menjatuhkan Pidana.  
Dalam putusan perkara nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas 
nama terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin ABD yang terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemerasan 
dengan ancaman kekerasan” yang sebagai mana diatur dalam 
ketentuan Pasal 368 ayat 1 KUHPidana. 
Bahwa dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs pada 
hari selasa tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya jaksa penuntut 
umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai 
berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bin 
ABD. ASIS RANI terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana, “Mereka yang 
melakukan pemerasan” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut 
Umum ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SLAMET 
Als.MEMET Bin ABD. ASIS RANI dengan pidana 
penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama 
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 
Terdakwa tetap ditahan ; 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
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     • 1 unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor 
polisi yang terpasang DD 5723 YY ( Plat putih ) ; 
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah ) 
Bahwa menurut penulis terdapat kekeliriuan mengkualifikasi 
tindak pidana dalam perkara ini yang dalam putusannya sebagai 
berikut : 
“Menyatakan Terdakwa Andi Slamet Alias memet Bin ABD Asis 
Rani Telah terbukti Secara Sah Dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Pemerasan Dengan Ancaman 
kekerasan” 
 Bahwa dalam tindak pidana pemerasan dan ancaman yang 
diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPidana terdapat unsur-unsur 
esensial (penting) yaitu : 
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lainsecara melawan hukum ; 
2. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian 
atau seluruhnya milik orang lain ; 
Namun dalam perkara ini majelis hakim keliru karena dalam 
pertimbangannya  hakim menyatakan “saksi korban Eka berusaha 
untuk merebut kunci motor tersebut namun tidak berhasil dan 
sepeda motor akhirnya dibawah oleh sdr Rahim menuju Makassar” 
dan pertimbangannya yang lain ”majelis hakim menilai perbuatan 
terdakwa bersama-sama sdr Rahim (DPO) mengambil secara 
paksa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar saksi 
korban dapat memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.  Dalam 
pertimbangannya ini unsur “memaksa dengan kekerasan dan 
81 
ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain” menurut penulis tidak terpenuhi karena  
sepeda motor milik saksi korban Eka ada dalam penguasaan 
terdakwa bukan karena pemberian saksi korban namun merupakan 
perbuatan mengambil secara paksa dengan tujuan agar saksi 
korban dapat memberikan sejumlah uang, Sedangkan dalam pasal 
ini harus ada perbuatan “pemberian baik dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan” adapun tujuan terdakwa dalam hal 
menguasai sepeda motor milik korban agar saksi korban 
memberikan sejumlah uang menurut penulis merupakan delik yang 
belum selesai karena pemberian uang yang diharapkan tidak 
dipenuhi oleh saksi korban 
Bahwa menurut pendapat penulis dalam perkara ini lebih 
tepat dikenakan Pasal  372 KUHPidana Tentang delik Penggelapan 
dengan unsur sebagai berikut :  
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak; 
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebgiannya 
termausk kepunyaan orang lain; 
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena 
kejahatan. 
Bahwa dalam faktanya penguasaan satu unit sepeda motor 
milik saksi korban Eka oleh terdakwa andi Slamet diawali dengan 
percakapan bersama saksi korban Eka dan pada waktu tiba Shalat 
Jum’at terdakwa memerintahkan teman terdakwa sdr Rahim (DPO) 
82 
untuk melaksanakan ibadah shalat Jum’at terlebih dahulu dan 
bertemu kembali di Warkop Juang bersama terdakwa dan saksi 
korban, dan saksi korban Eka tidak merasa keberatan serta  tanpa 
adanya perlawanan dari saksi korban Eka atas penggunaan 
sepeda motor saksi korban tersebut. Ini didasarkan atas 
keterangan saksi korban maupun terdakwa dalam persidangan dan 
dalam keterangan saksi korban Eka menyatakan “terdakwa lalu 
menyuruh temannya untuk mengambil sepeda motor milik saksi 
korban dan mengatkan kepada temannya tersebut pergi mako shlat 
jum’at dulu nanti kita ketemu di Warkop Juang” dan dalam 
keterangan terdakwa di persidangan bahwa  “karena teman 
terdakwa sdr Rahim akan shalat jum’at maka ia meminjam motor 
saksi korban Eka untuk ke Mesjid”. 
Dalam kasus ini menurut penulis terdapat tindak pidana 
yang dilakukan terdahulu oleh terdakwa berdasarkan keterangan 
saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa pernah 
mengancam saksi korban lewat pesan singkat (SMS) “Biar saya 
masuk penjara yang penting saya bunuh kamu karena kau tidak 
bayar”  dalam hal perbuatan pengancaman ini  yang dilakukan oleh 
terdakwa pada waktu terdakwa datang ke rumah kost saksi korban 
dapat dipidana berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 45 Ayat (3) UU 
No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronik 
yang dalam rumusannya sebagai berikut : 
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Pasal 29  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa Hak mengirimkan 
Informasi Eloktronik dan/atau dokumen Eloktronik yang 
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi” 
Pasal 45 ayat 3 UU ITE 
“setiap orang yang memenuhi unsur sebgaimana dimaksud 
dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
RP.2.000.000.000,- ( dua milyard rupiah ) 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak 
Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dalam Putusan 
Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs 
 
  Sebelum penulis mengemukakan analisis penulis serta 
tanggapan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara ini, maka akan dikemukakan beberapa ketentuan Hukum 
acara pidana yang merupakan pedoman hakim dalam proses 
penyelesaian dalam perkara ini. 
  Bahwa hakim pengadilan negeri yang memutuskan perkara 
ini mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang terdapat 
dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan : 
Alat Bukti Yang Sah Ialah : 
 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan Ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa  
 Dalam putusan nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas nama terdakwa 
Andi Slamet alias Memet Bin ABD ASIS RANI di temukan pernytaan 
hakim bahwa tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
84 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 368 ayat (1)  jo 55 ayat (1)  KUHP 
Bahwa pernyataan yang terlihat dalam pertimbangan hukum hakim 
tersebut adalah benar (secara yuridis) karena dalam perkara ini jaksa 
penuntut umum telah mengajukan alat bukti : 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan terdakwa  
3. Bukti petunjuk 
Dengan demikian nyatalah bagi kita bahwa dalam perkara ini 
telah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adanya beberapa alat 
bukti yaitu : keterangan saksi , keterangan terdakwa , dan bukti 
petunjuk yang diman alat bukti ini diakui sebagai alat bukti yang 
sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. 
Bukti petunjuk diperoleh karena adanya penyesuaian antara 
keterangan saksi dipersidangan dengan keterangan terdakwa serta 
adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dimana 
menunjukkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak 
pidana sebagaimana di tentukan dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP. 
Bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana dapat ditemukan 
berbagai doktrin tentang teori/system pembuktian dalam hukum 
pidana, salah satu diantaranya adalah pembuktian berdasarkan 
undang – undang secara negatif (negatief wettelijke bewijstheorie) 
menurut teori ini hakim dalam memutuskan seseorang bersalah 
berdasarkan keyakinannya maka keyakinan tersebut harus 
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didasarkan pada ketentuan undang – undang. Doktrin tersebut 
apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum acara maka dapat 
dikatakan bahwa doktrin tentang system pembuktian tersebut 
diatas, secara penuh diterima berdasarkan ketentuan Pasal 183 
KUHAP.  
Berdasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan  unsur 
dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih telah 
terpenuhi menurut penulis adalah sangat tepat, karena 
berdasarkan Doktrin hukum pidana bahwa dapat dihukum sebagai 
orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu ; orang yang 
melakukan, yang meyuruh melakukan , atau turut melakukan hal ini 
ada dalam ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana yang dalam 
doktrin yang sering disebut dengan penyertaan (delneeming) , hal 
ini didasarkan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan : 
“Bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa ia 
menyuruh sdr Rahim (DPO) untuk membawa sepeda motor 
saksi korban Eka sebagai jaminan agar saksi korban Eka 
membayar uang jasa sebagaimana dijanjikannya jika lulus 
ujian CPNS, bahwa motor milik saksi korban eka tersebut 
kemudian disimpan di rumah terdakwa” 
Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim menyatakan: 
“Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan 
bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah 
dilakukannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang 
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan 
kondisi pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa 
pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan 
pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan 
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memperhatikan perubahan-perubahan dan perkembangan 
individu pelaku tindak pidana dan bukan semata-mata sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga pada akhirnya 
pidana yang dijatuhkan bersifat manusiawi dalam artian 
bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi 
harkat dan martabat pelakunya, bersifat edukatif dalam artian 
bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar 
sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan 
menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan 
konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta 
bersifat adil dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan 
adil dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan pada 
keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban dan 
juga masyarakat” 
 Dalam pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan di atas 
sangatlah mencerminkan rasa keadilan dan sangat berdasar dan 
mendukung sesuai dengan Doktrin Hukum Pidana yang menurut 
Antonius Sudirman (2009.107-112) dalam satu teorinya yang disebut 
Teori Relatif atau Teori Tujuan. 
 Maka menurut penulis sangatlah adil kiranya terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet Bin ABD Asis Rani di jatuhkan pidana penjara selama 3 
Bulan 15 hari ( tiga bulan lima belas hari ) dan mempertimbangkan 
pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala 
kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi 
perbuatannya, dan memberikan keringan hukuman dimana terdakwa 
adalah tulang punggung keluarga meskipun menurut penulis ada hal yang 
dapat memberatkan yaitu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa 







Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka 
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Adanya kekeliriuan keputusan hakim dalam perkara nomor 
43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas nama terdakwa Andi Slamet 
Alias Memet Bin ABD.ASIS RANI terhadap penerapan 
Hukum PIdana Materil yaitu ketentuan Pasal 368 ayat 1 jo 
55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang seharusnya menurut 
penulis dinyatakan terbukti oleh majelis hakim adalah 
bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 372 KUHPidana yang terdapat dalam surat Dakwaan 
ke-3 jaksa penuntut umum. 
2. Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara nomor 
43/Pid.B/2015/PN.Mrs  atas terdakwa Andi Slamet Alias 
Memet Bin.ABD ASIS RANI mempunyai pertimbangan 
yang cukup baik dalam mengambil keputusan dalam 
menghukum sodara Terdakwa dengan mengemukakan 
pertimbangannya yang pada pokoknya  “Bahwa tujuan 
pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai 
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pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan 
menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada 
pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku 
tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan 
adil dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan 
pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun 
korban dan juga masyarakat”  
B. Saran 
1. Bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim 
harus mengetahui bahwa tindak pidana sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 368 ayat KUHPidana tentang 
Pemerasan Dengan Ancaman harus dibuktikan secara 
nyata adanya penyerahan barang sebagian milik atau 
seluruhnya adalah milik orang lain dengan yang 
bertentangan dengan kehendaknya sendiri, di karenakan 
adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 
2. Bahwa seyogyanya Hakim dalam mengambil keputusan 
mengemukakan pertimbangan mengenai keadaan – 
keadaan yang mana dipertimbangkan terhadapa 
individual pelaku tindak pidana sehingga mendorong 
Hakim untuk menghukum dengan falsafa 
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